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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Bank Umum Syariah

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indaned\lomor
11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bamkim Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4978), perlu diatur Ielaihjut peraturan pelaksanaan
mengenai Bank Umum Syariah (selanjutnya disebukBdalam Surat Edaran

yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

l. UMUM

A. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syaaiathra lain
bertujuan untuk menciptakan industri perbankan igayang sehat,
efisien dan tangguh. Untuk itu diperlukan ketenttekmis lebih lanjut
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

B. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 #9008
tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli, 20@&pat beberapa
penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Bank |s@dorientang
Bank Umum Syariah antara lain bentuk badan hukum dkupan
anggaran dasar Bank sehingga perlu disesuaikah lahjut dalam

Surat Edaran ini.

[I. PENDIRIAN ...



PENDIRIAN BANK
A. PERSETUJUAN PRINSIP

Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank d¢sdtan dengan

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dadampiran 1

disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian atau rancangan akta pendirian balgakum

Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasaraatcangan

anggaran dasar yang paling kurang memuat:

a.

b
C.
d.
e

nama dan tempat kedudukan;

kegiatan usaha sebagai Bank;

modal;

kepemilikan;

ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisarisjosmg
Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh peusetu;
Bank Indonesia terlebih dahulu;

ketentuan mengenai jumlah, tugas, kewenangan, uaggg
jawab, serta persyaratan lain yang menyangkut Dewan
Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan keterpiegaituran
perundang-undangan;

ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang
menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Kignisa
dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunamjrgpekan

dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba,hdé&hal
lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Insianéean
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham yang harugpcipi

oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;

2. daftar pemegang saham berikut rincian besarnyangwsasing

kepemilikan saham:

a.

dalam hal pemegang saham adalah perorangan maka har

dilampiri ...



dilampiri dokumen sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)

5)

pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pasporgyan
masih berlaku;

riwayat hidup ¢urriculum vitae);

surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak ghern
melakukan tindakarfraud (penipuan, penggelapan, dan
kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, danausah
lainnya, serta tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana kejahatan;

dalam hal pemegang saham perorangan adalah PSP maka

harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:

a) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwh tida
tercantum dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan
(Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;

b) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa:

I. tidak pernah dinyatakan pailit; dan

ii. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota
Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari
perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum
lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga
menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan
hukum lainnya dinyatakan pailit

berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan

permohonan;

C) surat...



Cc) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bersedia
untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas
Bank; dan

d) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak

memiliki hutang yang bermasalah;

b. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum maksa ha

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

akta pendirian badan hukum, yang memuat anggarsar da

berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat

pengesahan dari instansi berwenang termasuk baginba

hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

negara asal badan hukum tersebut;

pas foto, fotokopi KTP atau paspor, riwayat hiddan

surat pernyataan pribadi sebagaimana dimaksud padé

a angka 1) sampai dengan angka 4) dari:

a) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah
Perseroan Terbatas; atau

b) masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk
badan hukum selain Perseroan Terbatas;

rekomendasi dari otoritas yang berwenang di negaed

bagi badan hukum asing;

daftar pemegang saham dan jumlah nominal masing-

masing pemilik;

laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit ole

akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enaotrb

sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan
prinsip. Dalam hal, badan hukum tersebut masihndala

proses audit maka laporan keuangan yang disampaikan

adalah...



6)

adalah laporan keuangaudited tahun sebelumnya dan

laporan keuanganunaudited tahun terakhir. Laporan

keuangan tahun terakhir yang telah diauaid{ted) harus

segera disampaikan kepada Bank Indonesia setelah

diterima dari Kantor Akuntan Publik;

dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukuahadal

PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai

berikut:

a) daftar pemilik badan hukum sampai dengan pemilik
terakhir (ltimate shareholders);

b) surat pernyataan pribadi dari:

I. masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam
hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan
Terbatas; atau

ii. masing-masing anggota pengurus dari badan
hukum dimaksud dalam hal bentuk badan
hukumnya selain Perseroan Terbatas;

yang menyatakan bahwa masing-masing tidak

tercantum dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan

(Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam

ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan

(Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia;

C) surat pernyataan pribadi dari:

I. masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam
hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan
Terbatas; atau

ii. masing-masing..




d)

ii. masing-masing anggota pengurus dari badan
hukum dimaksud dalam hal bentuk badan
hukumnya selain Perseroan Terbatas;

yang menyatakan bahwa masing-masing tidak pernah

dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang

saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota

Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan

hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga

menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum
lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakh
sebelum tanggal pengajuan permohonan;

surat pernyataan yang menyatakan badan hukum

tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan modal

maupun likuiditas Bank yang ditandatangani oleh:

I. anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam
hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan
Terbatas; atau

ii. anggota pengurus dari badan hukum dimaksud
dalam hal bentuk badan hukumnya selain
Perseroan Terbatas

yang berwenang mewakili badan hukum yang

bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan

suatu kelompok usaha maka surat pernyataan dimaksud

harus ditandatangani oleh satu atau lebih pemilik

terakhir (ltimate shareholders) yang mayoritas;

e) surat..



e) surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan
hukum tidak memiliki hutang yang bermasalah yang
ditandatangani oleh:

I. anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam
hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan
Terbatas; atau

ii. anggota pengurus dari badan hukum dimaksud
dalam hal bentuk badan hukumnya selain
Perseroan Terbatas

yang berwenang mewakili badan hukum yang

bersangkutan; dan

f) proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu paling
kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh pihak
independen;

c. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah, ba#t pu
maupun daerah, maka harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:

1) surat keterangan yang mencantumkan nama pejabgt yan
berwenang mewakili pemerintah;

2) pas foto dan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1) dan angka 2) dari pejabat yangdiesang
mewakili pemerintah;

3) surat keterangan atau dokumen yang menjelaskanesumb
dana dalam rangka pendirian Bank; dan

4) dalam hal pemegang saham pemerintah adalah PSP maka
harus dilampiri tambahan dokumen yaitu surat peaaya
yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi
kesulitan modal maupun likuiditas Bank yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili

pemerintah;..



pemerintah;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Birekan
anggota DPS disertai dengan dokumen sebagai kerikut

a. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

b. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;

c. riwayat hidup ¢urriculum vitae);

d. surat pernyataan pribadi dari masing-masing cal@mgy
menyatakan tidak pernah melakukan tindakand (penipuan,
penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbanleamankjan,
dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karenaukérb
melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak tevcamalam
Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus)
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Ujiaikgnan
dan KepatutanH|jt and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;

e. surat pernyataan pribadi dari masing-masing cal@mgy
menyatakan bahwa:

1) tidak pernah dinyatakan pailit; dan

2) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan
Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan alan/
pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan
hukum lainnya dinyatakan pailit

berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka Wwgktaa)

tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan

f. surat pernyataan pribadi dari masing-masing caloggata
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan
bahwa tidak memiliki hutang yang bermasalah;

g. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga @ dan

pelatihan...



pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihapid&ng
perbankan syariah yang pernah diikuti calon angdpeaan
Komisaris dan calon anggota Direksi sesuai dengasypratan
kompetensi;

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga o dan
pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional — Majdlaana
Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihahidiing
syariah mu’amalah dan di bidang perbankan danksaangan
secara umum yang pernah diikuti calon anggota Déxbias
dengan persyaratan kompetensi;

surat pernyataan dari calon anggota Dewan Komismisva
yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangiegian
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesmgenai
Bank Umum Syariabh;

surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwagy
bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap tag@aba
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesigenai
Bank Umum Syariah;

surat pernyataan dari calon anggota DPS bahwa yang
bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap tag@aba
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesigenai
Bank Umum Syariabh;

surat pernyataan dari calon anggota Dewan Komismisva
yang bersangkutan memiliki atau tidak memiliki hngan
keluarga sampai dengan derajat kedua dengan seszora
anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi;

. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwagy
bersangkutan memiliki atau tidak memiliki hubundaatuarga

sampai dengan derajat kedua dengan calon anggotarDe

Komisaris...



10.

10

Komisaris dan/atau sesama calon anggota Direksiyai

surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang
bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupwsab&-sama
tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh limargen)
dari modal disetor pada perusahaan lain; dan

surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional -el4aj

Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS;

rencana susunan dan struktur organisasi serta nama- calon

pejabat sampai dengan tingkat Pejabat Eksekutif;

studi kelayakan mengenai peluang pasar dan patkosbomi;

rencana bisnigsiness plan) yang paling kurang memuat:

a.

b.

rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpusan d
penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan

proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi katihul
bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimajak Bank

beroperasi;

rencana korporastc@rporate plan) berupa rencana strategis jangka

panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank;

pedoman manajemen risiko termasuk pedonmskncontrol system,

rencana sistem pengendalian intern, rencana sigekmologi

informasi yang digunakan, dan pedoman mengenaikgsi@aan

tata kelola perusahaan yang bado¢d Corporate Governance);

sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan kompsghgang

digunakan dalam kegiatan operasional Bank;

bukti setoran modal paling kurang 30 % (tiga pubgrsen) dari

modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet depos@odari Bank

atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telabgdiisir, atas

nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia gqg. salah B&f" atau

“gq. salah satu pemilik® dalam hal PSP berhalangBityet

deposito...



B.

11.

11

deposito iB tersebut harus mencantumkan keterarigamva

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah meng&psétujuan

tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintalaka

ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tat panyetoran

modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peratueman@ang-

undangan yang berlaku; dan

surat pernyataan dari pemegang saham bahwa surabaryéng

digunakan dalam rangka kepemilikan Bank:

a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pemtaaydalam
bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/at

b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian u@ngney
laundering).

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk Hagam,

maka surat pernyataan ditandatangani oleh penguyarsg

berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal calon pemegang saham Bank berupa banka mak

mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenagpaay.

IZIN USAHA

Permohonan izin usaha Bank disampaikan dengan meaggn

format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampirdiseztai dengan

dokumen sebagai berikut:

1.

akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yRiig, memuat
anggaran dasar yang telah disahkan oleh instangehbang;

daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud padadhamgka
2, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;

daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Birekan

anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf A é&hgkalam
hal...
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hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisdbiseksi
dan/atau DPS;

fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atauakKu lzin
Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagrga negara
asing yang menjadi calon anggota Direksi;

fotokopi Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) atauaKu Izin
Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagrga negara
asing yang menjadi calon anggota Dewan Komisari®i da
bermaksud menetap di Indonesia;

fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwendmpgi warga
negara asing yang menjadi calon anggota Direkslatin calon
anggota Dewan Komisaris;

rencana susunan dan struktur organisasi, studydaa, rencana
bisnis, rencana korporasi, pedoman-pedoman, seéstams dan
prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada hurufjRaa#, angka
5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, dalantenaldi
perubahan;

bukti pemenuhan modal disetor minimum dalam berfiti&kopi
bilyet deposito iB dari Bank atau Unit Usaha Syaurik Indonesia
yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan GuberramkBlndonesia
gg. salah satu PSP* atau “qq. salah satu pemildtard hal PSP
berhalangan. Bilyet deposito iB tersebut harus mmetuonkan
keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakskégiah
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan GubernankB
Indonesia.

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintalaka
ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata pamyetoran
modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peratuesang@ang-

undangan yang berlaku;

9. surat...
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9. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa penmemudual
disetor sebagaimana dimaksud pada angka 8 tideksddedari
sumber dana yang dilarang sebagaimana dimaksuch dReeaturan
Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk Hagam,

maka surat pernyataan ditandatangani oleh angguigupus yang

berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal calon pemegang saham Bank berupa banka mak

mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenagpaay; dan

10. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:

a. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk getiung
kantor dan tata letak ruangan;

b. dokumen vyang menunjukkan Kkesiapan teknologi sistem
informasi yang meliputi antara laicore banking system dan
informasi mengenai jaringan telekomunikasi;

c. bukti kepemilikan, hak pakai, atau perjanjian segedung
kantor;

d. contoh formulir/warkat Bank berlogo iB yang akaguhakan
untuk operasional Bank; dan

e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

C. PERSETUJUAN PENCAIRAN DEPOSITO iB
Permohonan persetujuan pencairan deposito iB daiganp dengan

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalamiran 3.
D. PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BANK

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank disampatdemgan

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalamiran 4.

[ll. PERUBAHAN ...
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[ll. PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN MODAL BANK
A. PERUBAHAN KEPEMILIKAN BANK YANG TIDAK
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PENGENDALIAN
Laporan perubahan komposisi kepemilikan Bank yandakt
mengakibatkan perubahan pengendalian disampaikamgade
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dadampiran 5
yang dibedakan sebagai berikut:
1. perubahan komposisi pemegang saham karena adamgaipghan
modal disetor disampaikan dengan dokumen sebagkube
a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham;
b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam bu
LA.2;
C. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butid1;
dan
d. fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar berikut ibukt
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar d
instansi yang berwenang.
2. perubahan komposisi pemegang saham tanpa mengubdah|
modal disetor disampaikan dengan dokumen yaitladp&megang

saham sebagaimana dimaksud dalam butir 11.A.2.

B. PERUBAHAN KEPEMILIKAN BANK YANG MENGAKIBATKAN
PERUBAHAN PENGENDALIAN
Mekanisme perubahan PSP tunduk pada ketentuan wyemgatur

mengenai penggabungan, peleburan dan pengamhnildiuak.

C. PERUBAHAN...
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C. PERUBAHAN MODAL DASAR BANK
Laporan perubahan modal dasar Bank disampaikan adeng
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dzdampiran 6
disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham; dan
2. fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar yang teilsétiugui oleh

instansi berwenang.

D. PENERBITAN SAHAM BANK MELALUI PENAWARAN UMUM
DI BURSA EFEK GO PUBLIC)
Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaramudnubursa
efek (go public) disampaikan dengan menggunakan format surat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

IV. DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS

SYARIAH BANK

A. PERMOHONAN PERSETUJUAN CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN/ATAU CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaalon
anggota Direksi, dan/atau calon anggota DPS Bardantgpaikan
dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam
Lampiran 8 disertai dengan dokumen sebagaimanakdudadalam
butir 11.A.3.
Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon #&ngQewan
Komisaris diajukan paling kurang oleh Presiden Kiire atau Direktur

Utama kepada Bank Indonesia.

Permohonan..



Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon &agDoeksi
diajukan paling kurang oleh Presiden Komisaris &amisaris Utama
kepada Bank Indonesia.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon #&ngQewan
Pengawas Syariah diajukan paling kurang oleh Dirkkpada Bank

Indonesia.

B. PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Laporan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Sljrelan/atau

DPS Bank disampaikan dengan menggunakan formatt sura

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9 disertai aterigtokopi

risalah rapat umum pemegang saham.

C. PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGUNDURAN DIRI
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN
PENGAWAS SYARIAH
Laporan pemberhentian dan/atau pengunduran dirgaagDewan
Komisaris, Direksi (kecuali Direktur Kepatuhan),né@au DPS Bank
disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaidimaksud
dalam Lampiran 10 disertai dengan alasan pembeahnemian/atau

pengunduran diri.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN

PEJABAT EKSEKUTIF BANK

Laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggdtgjabat Eksekutif
Bank disampaikan dengan menggunakan format surbbgaemana
dimaksud dalam Lampiran Hisertai dengan dokumen sebagai berikut:

A. surat pengangkatan, pemberhentian, penggantiaratdanpemberian

kuasa...
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kuasa sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Baak @ejabat yang
berwenang; dan

B. dokumen identitas Pejabat Eksekutif yang diangkalbagaimana
dimaksud dalam butir 11.A.3.a, butir 11.A.3.b, buti.A.3.c, dan butir
I1.A.3.d.

VI. PEMBUKAAN KANTOR BANK
A. PEMBUKAAN KANTOR CABANG
1. Persyaratan

Bank dapat menyampaikan permohonan izin pembuka@ndK

dalam negeri setelah memenuhi persyaratan palirgngusebagai

berikut:

a. telah mencantumkan rencana pembukaan KC dalam R&nca
Bisnis Bank;

b. memiliki hasil studi kelayakan yang mendukung tsddank;

c. peringkat komposit tingkat kesehatan selama 2 (geasijpde
penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);

d. peringkat Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
selama 1 (satu) periode penilaian terakhir palingakg 3
(tiga);

e. proyeksi peringkat KPMM setelah pembukaan KC paling
kurang 3 (tiga); dan

f. peringkat Risiko Komposit paling kuramgpder ate.

2. Dokumen Pendukung:

Permohonan izin pembukaan KC di dalam negeri disgtap

dengan menggunakan format surat sebagaimana dithakdam

Lampiran 12 disertai dengan dokumen sebagai berikut

a. rencana persiapan operasional dalam rangka pembuk@a

antara lain:

1) susunan..
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1) susunan dan struktur organisasi serta personalia;

2) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
gedung kantor dan tata letak ruangan;

3) informasi mengenai jaringan telekomunikasi; dan

4) bukti kepemilikan, hak pakai, atau perjanjian s&&dung
kantor;

b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuatent
ekonomi, peluang pasar, dan tingkat kejenuhan jurkéntor
Bank dan kantor Unit Usaha Syariah; dan

c. rencana penghimpunan dan penyaluran dana palingngur

selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

B. PELAKSANAAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Laporan pelaksanaan pembukaan KC di dalam negsanygiaikan
dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam

Lampiran 13.

C. IZIN TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA
Permohonan izin KC atau Kantor di bawah KC untdiaki beroperasi
pada hari kerja disampaikan dengan menggunakan atorsarat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14.

D. PEMBUKAAN KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG
Rencana pembukaan Kantor di bawah KC disampaikamgaste
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daamiran 15
disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. rencana persiapan operasional sebagaimana dimaiesial butir
A.2.a.; dan
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2. hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenulpamlah

kantor Bank dan kantor Unit Usaha Syariah.

E. PELAKSANAAN PEMBUKAAN KANTOR DI BAWAH KANTOR
CABANG
Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah ls@nyghaikan
dengan menggunakan format surat sebagaimana dicha#alam

Lampiran 16.

F. PEMBUKAAN KANTOR CABANG ATAU JENIS-JENIS KANTOR
LAINNYA YANG BERSIFAT OPERASIONAL DI LUAR NEGERI
1. Persyaratan
Bank dapat menyampaikan permohonan izin pembukaatokdi
luar negeri setelah memenuhi persyaratan palingrkuisebagai
berikut:
a. telah menjadi bank devisa paling kurang 24 (dualpeimpat)
bulan terakhir;
b. telah mencantumkan rencana pembukaan kantor dalam
Rencana Bisnis Bank;
c. memiliki hasil studi kelayakan yang mendukung EdBank;
d. peringkat komposit tingkat kesehatan selama 2 (geasijpde
penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);
e. peringkat KPMM selama 1 (satu) periode penilaiarakieir
paling kurang 3 (tiga);
f. proyeksi peringkat KPMM setelah pembukaan kantdmga
kurang 3 (tiga);
g. peringkat Risiko Komposit paling kuramgpderate; dan

h. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor jgdas)

2. Dokumen..
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2. Dokumen Pendukung
Permohonan izin pembukaan KC atau jenis-jenis kaladimnya
yang bersifat operasional di luar negeri disampaildengan
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daariran
17 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a. rencana persiapan operasional dalam rangka pembkaator
antara lain:
1) susunan dan struktur organisasi serta personailig; d
2) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
gedung kantor dan tata letak ruangan;
b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuatenst
ekonomi dan peluang pasar; dan
c. rencana penghimpunan dan penyaluran dana palingngur

selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

G. PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN ATAU JENIS-JENIS
KANTOR LAINNYA YANG TIDAK BERSIFAT OPERASIONAL
DI LUAR NEGERI
Permohonan izin pembukaan kantor perwakilan atais-jenis kantor
lainnya yang tidak bersifat operasional di luar ereglisampaikan
dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam

Lampiran 18 disertai dengan alasan pembukaan kantor

H. PELAKSANAAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR NEGERI
Laporan pelaksanaan pembukaan kantor di luar nefissimpaikan
dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam
Lampiran 19 disertai dengan salinan/fotokopi izembukaan kantor

dari otoritas di negara setempat.

VII. PELAKSANAAN ...
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VIl. PELAKSANAAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK
Laporan pelaksanaan penurunan status kantor digeanpadengan
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud datmpiran 20
disertai dengan bukti penyelesaian kewajiban KCallapnasabah serta
pihak lainnya. Penyelesaian kewajiban kepada nasdha pihak lainnya
dapat dilakukan antara lain melalui pengalihanrsblikewajiban kepada

kantor Bank lainnya.

VIll. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK
A. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT

Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat Biasdmpaikan

dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam

Lampiran 21 disertai dengan alasan pemindahan &ldararencana

persiapan kantor Bank antara lain:

1. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasulgéatang kantor
dan tata letak ruangan;
informasi mengenai jaringan telekomunikasi; dan

3. bukti kepemilikan, hak pakai, atau perjanjian sg@dung kantor.

B. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG

Permohonan izin pemindahan alamat KC Bank disampatdengan

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daamiran 22

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan izin pemindahan alamat KC dalam wilayah
kotamadya/kabupaten yang sama dengan kantor seabgyum
disertai dengan alasan pemindahan alamat dan r@mqEmsiapan
operasional KC yang meliputi antara lain:

a. susunan dan struktur organisasi serta personal@ndaal

terjadi perubahan;

b. kesiapan..
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b. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk getiung
kantor dan tata letak ruangan;
informasi mengenai jaringan telekomunikasi; dan

d. bukti kepemilikan, hak pakai, atau perjanjian segedung
kantor.

2. Permohonan izin pemindahan alamat KC ke wilayah
kotamadya/kabupaten yang berbeda dengan kantoluseba
namun masih dalam satu wilayah Kantor Bank Ind@endssertai
dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen séleaidai:

a. rencana persiapan operasional KC sebagaimana dichaksia
angka 1;

b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan daajikan
KC kepada nasabah dan pihak lainnya; dan

c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yaakng
kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, idakat
kejenuhan jumlah kantor Bank dan kantor Unit Usapariah.

C. PELAKSANAAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT
ATAU KANTOR CABANG
Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor ptsatKC Bank
disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaidimaksud
dalam Lampiran 23 disertai dengan guntingan swabakyang memuat

pengumuman pemindahan alamat tersebut.

D. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR DI BAWAH KANTOR
CABANG
Rencana pemindahan alamat Kantor di bawah KC diadap dengan
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daamiran 24

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana..
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1. Rencana pemindahan alamat Kantor di bawah KC daldayah
kotamadya/kabupaten yang sama dengan kantor sabgyum
disertai dengan alasan pemindahan alamat dan r@mqEmsiapan
operasional Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksadia
huruf B angka 1.

2. Rencana pemindahan alamat Kantor di bawah KC kayail
kotamadya/kabupaten yang berbeda dengan kantoluseba
namun masih dalam satu wilayah Kantor Bank Indenedisertai
dengan alasan pemindahan alamat dan dokumen séleaidai:

a. rencana persiapan operasional Kantor di bawah KC
sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;

b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan daajikan
Kantor di bawah KC kepada nasabah dan pihak lajragma

c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yaakng
kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor Baak

kantor Unit Usaha Syariah.

E. PELAKSANAAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR DI BAWAH
KANTOR CABANG
Laporan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor diatbakC
disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaidimaksud
dalam Lampiran 25 disertai dengan guntingan swabakyang memuat

pengumuman pemindahan alamat tersebut.

F. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR NEGERI
Rencana pemindahan alamat kantor di luar negeangiaikan dengan
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daamiran 26

disertai dengan alasan pemindahan alamat.

G. PELAKSANAAN ...




IX.

XI.

24

G. PELAKSANAAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR
NEGERI
Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor di hegeri
disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaidimaksud
dalam Lampiran 27 disertai dengan salinan/fotokapidari otoritas di

negara setempat.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BANK

Laporan perubahan anggaran dasar Bank disampaikengad

menggunakan format surat sebagaimana dimaksud datmpiran 28

disertai dengan fotokopi anggaran dasar yang telahdapat persetujuan
atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggasam dari instansi

berwenang.

PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA KARENA PERUBAHAN
NAMA BANK

Permohonan penetapan izin usaha karena perubaham rBBank
disampaikan dengan menggunakan format surat sebagai dimaksud
dalam Lampiran 29 disertai dengan fotokopi aktalpahnan anggaran dasar

terkait penggunaan nama baru yang telah disetlghiiastansi berwenang.

PENUTUPAN KANTOR BANK

A. PENUTUPAN KANTOR CABANG
Permohonan izin penutupan KC di dalam negeri disgkap dengan
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daamiran 30
disertai dengan alasan penutupan dan rencana peai@l seluruh

kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.

B. PELAKSANAAN ...
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B. PELAKSANAAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

Laporan pelaksanaan penutupan KC di dalam negsanghaikan

dengan menggunakan format surat sebagaimana dicha#lalam

Lampiran 31 disertai dengan dokumen sebagai berikut

1. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah seeh ainnya.
Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihakydaidapat
dilakukan antara lain melalui pengalihan selurutvdjgdban kepada
kantor Bank lainnya; dan

2. guntingan surat kabar yang memuat pengumuman rancan

penutupan KC tersebut.

C. PENUTUPAN KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG
Rencana penutupan Kantor di bawah KC disampaikangate
menggunakan format surat sebagaimana dimaksud daamiran 32
disertai dengan alasan penutupan dan rencana pseai@l seluruh

kewajiban Kantor di bawah KC kepada nasabah daakpgéinnya.

D. PELAKSANAAN PENUTUPAN KANTOR DI BAWAH KANTOR
CABANG
Laporan pelaksanaan penutupan Kantor di bawah kantgpaikan
dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam
Lampiran 33 disertai dengan bukti penyelesaian kbam kepada
nasabah serta pihak lainnya. Penyelesaian kewakbpada nasabah
dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain roelglengalihan

seluruh kewajiban kepada kantor Bank lainnya.

E. PELAKSANAAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR NEGERI
Laporan pelaksanaan penutupan kantor di luar negdjsempaikan

dengan menggunakan format surat sebagaimana dichalalam

Lampiran...
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Lampiran 34 disertai dengan salinan/fotokopi izengtupan kantor

dari otoritas di negara setempat.

Xll. PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BANK
A. PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izivawdisampaikan

dengan menggunakan format surat sebagaimana dicha#lalam

Lampiran 35 disertai dengan alasan penutupan dionten sebagai

berikut:

1. risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memuatukeput
mengenai penutupan Bank;

2. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada ataskn pihak
lainnya; dan

3. laporan keuangan terkini.

B. PENCABUTAN IZIN USAHA

Permohonan pencabutan izin usaha disampaikan dengaggunakan

format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampirahsgbtai dengan

dokumen sebagai berikut:

1. laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank

2. laporan pelaksanaan pengumuman rencana pembubadan b
hukum Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bafkm 2
(dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaees, |
laporan pelaksanaan penyelesaian kewajiban Bank;
laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan puldtls penyelesaian
kewajiban Bank; dan

5. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa lateykglkah
penyelesaian kewajiban Bank telah dilakukan darbilgpéerdapat
tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawalmeggmang

saham.

XllI. ALAMAT ...
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ALAMAT PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN/ATAU

PENYAMPAIAN LAPORAN

Permohonan izin atau rencana dan/atau penyampag@orah diajukan

kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai herikut

1. Direktorat Perbankan Syariah, JI. M.H. Thamrin Ndakarta 10350;
atau

2. Kantor Bank Indonesia setempat,

dengan berpedoman pada Lampiran 37.

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Sudardh Nomor
7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 perihal Bank Umuyang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan PrinsipiadByaebagaimana
telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 8/9/DPb&ytdrl Maret 2006
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku gadggal 7 April
20009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyseaman Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Ned@epublik
Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR




